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Pemerintah menerapkan peraturan baru mengenai penggunaan tenaga kerja 
asing di Indonesia yakni dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Presiden Nomor 
20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing menimbulkan pertentangan ditengah-
tengah masyarakat. Pihak-pihak yang pro menganggap perpres tersebut akan 
memberikan investasi lebih banyak dari luar negeri, sedangkan pihak yang kontra 
justru merasa perpres tersebut akan membuat arus kedatangan pekerja asing ke 
dalam negeri semakin deras. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni 
bagaimana peraturan presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing? 
serta bagaimana peraturan presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja 
Asing ditinjau menurut fiqh siyasah?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
peraturan presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang ditinjau 
menurut fiqh siyasah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian pustaka (library reaserch). Sifat penelitian ini termasuk penelitian 
bersifat deskriptif analisis  yakni  mengambarkan atau menjelaskan secara tepat 
mengenai tinjuan fiqh siyasah terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 
diperoleh hasil penelitian yaitu: Pertama, Maksud dan tujuan dari penggunaan 
tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil 
dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di 
berbagai lapangan dan tingkatan. Tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja 
di Indonesia hanya dibidang pekerjaan yang tidak dikuasai oleh orang Indonesia. 
Pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan dilakukan dengan mengawasi 
pelaksanaan hak-hak normatif pekerja. Kedua, Tinjauan fiqh siyasah terhadap 
Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yaitu menjadi lingkup 
fiqh siyasah dauliyah. Dalam perspektif hukum Islam, keluarnya Peraturan 
Presiden No. 20 tahun 2018 merupakan hal yang mubah dan tidak bertentangan 
dengan kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan maksud dan tujuan lahirnya 
Perpres No. 20 tahun 2018 untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang 
layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan merupakan wujud 
menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan ummat yang telah sesuai 
dengan teori fiqh siyasah. Ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai 
pengawasan tenaga kerja asing berlaku terhadap pengawasan hak-hak pekerja, 
begitu pula dalam perspektif fiqh siyasah yang mencakup pengawasan terhadap 
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A. Penegasan Judul 
Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak 
menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara 
singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: 
“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN TENAGA 
KERJA ASING MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 
TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA ASING”. Judul ini memiliki 
bebebrapa istilah sebagai berikut: 
Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 
hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).
1
 
Fiqh Siyasah merupakan gabungan dari dua kata yaitu, fiqh berasal dari 
kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham 
yang mendalam”, Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Sedangkan Siyasah 
yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau 
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksana. Berdasarkan pengertian-
pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan 
salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 
Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 198. 
2 
 




Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk 
mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut 
ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
3
 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh presiden terkait tenaga kerja asing.
4
 
Peraturan yang dibuat oleh presiden berdasarkan pemikiran sendiri guna 
melaksanakan undang-undang memiliki kedudukan sederajat dengan peraturan 
pemerintah. Atau peraturan presiden memeiliki tujuan mengatur menteri yang 
diperintah oleh peraturan pemerintah sehingga memiliki kedudukan yang jelas 
berada dibawah peraturan presiden.  
Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5
 
Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan mengenai istilah-istilah  
dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah 
penelitian yang menganalisis secara mendalam tentang pandangan fiqh siyasah 
terhadap peraturan presiden tentang tenaga kerja asing. 
B. Alasan Memilih Judul 
                                                             
2
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), h. 2-4. 
3
 Himpunan Peratura Tentang Narkotika, Prekusor, Kesehatan, Ombudsman, Rumah 
Sakit dan Peraturan PelaksaaannyaTahun 2011(Jakarta: Cv. Tamita Utama,2011), h. 2. 
4
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Pasal 1 
5
Undang-Undang Republik Indosesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
3 
 
Adapun alasan-alasan yang memotivasi penulis memilih judul skripsi ini 
adalah: 
1.  Alasan Objektif 
Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing menimbulkan persoalan dalam bidang 
ketenagakerjaan khususnya bagi para tenaga kerja lokal hal ini dinilai 
memudahkan para tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia karena 
dikhawatirkan akan mengurangi jumlah tenaga kerja lokal sehingga tenaga 
kerja asing lebih banyak mengisi lapangan pekerjaan di Indonesia.  
2.  Alasan Subjektif 
Syarat penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata satu dan 
mendapatkan gelar S.H. Tersedianya literatur dan sarana yang 
mendukung penelitian dalam rangka menyelesaikan penelitian ilmiah 
ini. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin 
ilmu di Fakultas Syari‟ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah 
Syar‟iyyah). 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia 
adalah negara hukum, dengan dicantumkannya hal tersebut jelas 
mengindikasikan Indonesia bukanlah machstate atau absolute state, 





 Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum sudah 
sepatutnya bagi pemerintah maupun masyarakat untuk menempatkan hukum 
sebagai pengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, serta 
menjadikannya sebagai kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam 
kehidupan. Dalam pandangan sistem politik demokratis, produk hukum telah 
meyakini dan mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia.
7
 
Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 2 
menyiratkan bahwa setiap hak yang telah ditetapkan dan diakui dalam suatu 
peraturan maka hak itu harus dipertahankan, dilindungi dan dihormati oleh 
seluruh komponen negara-negara di dunia, bahkan ketika dilanggar oleh 
pejabat publik sekalipun hak tersebut harus tetap ditegakkan. Sebagai contoh 
hak yang harus ditegakkan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Implikasi dari adanya pasal ini menekankan kepada negara yang 
direpresentasikan melalui organ pemerintahannya wajib menyediakan lapangan 
pekerjaan yang layak bagi rakyat Indonesia.  
Guna mendukung tercapainya amanat konstitusi pemerintah yang 
memiliki peranan sebagai regulation function berkewajiban untuk menerbitkan 
peraturan perundang-undangan yang mampu menyelesaikan permasalahan 
yang timbul dalam kehidupan masyarakat, salah satu permasalahan yang perlu 
                                                             
6
Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi 
(Jakarta: BIP, 2008), h. 297. 
7
A. Masyhur Effendi, HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan 
sosial (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), h. 63. 
5 
 
segera diselesaikan adalah pengangguran dan ketersedian lapangan kerja bagi 
tenaga kerja lokal. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan 
pengangguran. dan ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut diwujudkan oleh 
Presiden dengan menerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Tenaga Kerja Asing, terbitnya peraturan presiden tersebut 
dilatarbelakangi dari adanya kepentingan untuk menunjang pertumbuhan iklim 
investasi asing ke dalam negeri, hal ini disebabkan kebanyakan investor asing 
hanya mau menginvestasikan dananya dengan syarat memperbolehkan Tenaga 
Ahli dari negara asalnya untuk ikut mengelola dana investasi.  
Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan iklim investasi 
adalah dengan mempermudah perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(TKA), sebagaimana pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yang 
menyatakan bahwasannya permudahan pemberian Izin Tenaga Kerja Asing 
(TKA) ditujukan guna meningkatkan jumlah investasi asing di tanah air.
8
 
Meskipun lahirnya Peraturan Presiden ini dilatarbelakangi oleh tujuan yang 
mulia, namun pada realitasnya sekarang ini upaya tersebut belumlah 
memberikan dampak positif dalam menyokong usaha pemerintah dalam 
menyediakan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, ini diketahui 
dari masih tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 5,1 % 
dari total tenaga kerja yang ada.  
Perkembangan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 
menimbulkan kritik dan kecemasan ditengah-tengah masyarakat tidak lain 
                                                             
8
BBC NEWS, Apa di balik simpang siur Peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing? 
https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-43872117, di Akses pada tanggal 27 Maret 2019. 
6 
 
disebabkan adanya beberapa pasal yang termuat di dalam Peraturan tersebut 
mampu memunculkan problematika baru di dalam penggunaan Tenaga Kerja 
Asing yang memperparah kondisi ketersedian lapangan pekerjaan di Indonesia 
serta kekhawatiran semakin dalamnya jurang kesenjangan antara Tenaga Kerja 
Asing dengan Tenaga Kerja Lokal di Indonesia. Sejalan dengan fenomena 
tersebut, Fahri Hamzah yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) 
berargumen bahwa Peraturan Presiden tersebut hanya akan berimplikasi pada 
munculnya kecemburuan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, sebab 
masih banyak masyarakat. 
Indonesia yang belum memperoleh pekerjaan layak harus dihadapkan 
dengan kenyataan adanya persaingan merebutkan lapangan pekerjaan dengan 
Tenaga Kerja Asing yang notabenenya dihadirkan oleh Pemerintah sebagai 
akibat terbitnya aturan tersebut. Selain dinyatakan oleh fahri hamzah hal 
senada juga disampaikan oleh wakil ketua komisi IX Dewan Perwakilan 
Rakyat Saleh Daulay yang mengatakan peraturan tersebut cenderung 
mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dan dilihat dari 
aspek kebermanfaatan terbitnya Peraturan Presiden dipandang hanya 
membawa implikasi negatif bagi dunia industri di Indonesia.  
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing 
menimbulkan pertentangan ditengah-tengah masyarakat disinyalir disebabkan 
juga karena jika ditinjau melalui sudut pandang hukum menunjukkan adanya 
pasal yang bertentangan dengan norma hukum di atasnya, seperti yang 
7 
 
diutarakan oleh Timboel Siregar Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia 
(OPSI).
9
 Banyak pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut 
dinilai sebagai sebagai sebuah kekeliruan dan kesalahan guna menyelesaikan 
problematika tersebut diperlukan adanya evaluasi menyeluruh dan 
menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada norma 
dasar (grundnorm) kebenaran nilai Pancasila, sehingga dengan demikian 
amanat konstitusi dapat terealisasikan dengan baik dan langkah-langkah 
perbaikan perlindungan tenaga kerja lokal di Indonesia dapat tercapai 
sebagaimana mestinya.  
Pancasila yang memiliki kedudukan sebagai landasan negara oleh 
Bernard Arief Sidharta dimaknai sebagai pandangan hidup yang 
termanifestasikan melalui lima nilai fundamental yang tersusun secara hierarkis 
berimplikasi pada praktik kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam 
pengembangan hukum nasional.
10
 Berdasarkan pandangan tersebut tentu 
seharusnya produk hukum yang ada dan yang akan ada hendaklah disusun, 
dikonstruksikan dan mencerminkan bersumber pada tata nilai pancasila. 
Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, Islam mewajibkan negara menjalankan 
kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan Politik 
Ekonomi Islam. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari 
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pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai 
permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam 
adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan 
semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, 
disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi 




Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat 
dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), 
bukan sekedar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Hal 
ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan secara 
individual dan bukan secara kolektif. Dengan kata lain, bagaimana agar setiap 
individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sekaligus dapat 
meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
pelengkap (sekunder dan tersier). Bukan sekedar meningkatkan taraf hidup 




Aspek distribusi sangatlah penting, sehingga dapat dijamin secara pasti 
bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika 
mensyari‟atkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi kepada 
manusia, Allah SWT telah mensyari‟atkan hukum-hukum tersebut untuk 
pribadi, masyarakat, dan negara. Sedangkan pada saat mengupayakan adanya 
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jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran, Islam telah 
menetapkan bahwa semua jaminan harus direalisasikan dalam sebuah negara 
yang memiliki pandangan hidup (way of life) tertentu. Oleh karena itu, sistem 
Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat 
dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat. 
Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok 
(primer) setiap warga negara (muslim dan non muslim) secara menyeluruh baik 
kebutuhan yang berupa barang maupun jasa. Menurut pandangan Islam dalam 
rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat, negara menetapkan 
suatu strategi politik yang harus dilaksanakan agar pemenuhan tersebut dapat 
berjalan dengan baik. Secara garis besar strategi pemenuhan kebutuhan pokok 
dibedakan antara pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang dengan 
kebutuhan pokok berupa jasa. Dalam hal ini dibutuhkan strategi pemenuhan 
kebutuhan pokok berupa barang sandang, pangan, dan papan; dan strategi 




Pengelompokkan ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara 
pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok antara kebutuhan yang 
berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa. Untuk pemenuhan kebutuhan 
pokok yang berupa barang negara memberikan jaminan dengan mekanisme 
tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat 
menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan 
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pemenuhan kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni 
negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut. 
Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, 
namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah 
berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan 
lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang yang 
bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Sebab, hal 
tersebut memang menjadi tanggung jawab negara.  
Rasulullah saw bersabda : 
َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم  أَنَُّو َقالَ  َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبىِّ  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 
َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو َفاأَلِميُر الَِّذى َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو َوالرَُّجُل 
ُهْم َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت بَ ْعِلَها َوَوَلِدِه َوِىَى رَاٍع َعَلى َأْىِل بَ ْيتِ  ِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعن ْ
ُهْم َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُىَو َمْسُئوٌل َعْنُو َأاَل َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم  َمْسُئوَلٌة َعن ْ
 )ِلمٌ َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو )َرَواُه ُمسْ 
 
Artinya: “Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesunggguhnya bersabda: setiap 
orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas 
rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang 
dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota 
keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. 
Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya 
dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu 
rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya 
dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian 
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Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwa wajib atas Waliyyul 
Amri (pemerintah) memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari 
kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan 
bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan 
rakyat. Itulah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar‟i, dan telah 
diterapkan oleh para pemimpin negara Islam (Daulah Islamiyah), terutama di 
masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dan termotivasi untuk 
melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 
Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 
Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing” yang akan membahas mengenai 
Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga kerja Asing menurut pandangan 
fiqh siyasah. 
 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini dilakukan agar permasalahan yang diteliti dan dikaji 
lebih fokus dan terarah, makan penulis membatasi pemasalahan-permasalahan 
dalam penelitian ini pada Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Tenaga 
Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 
Tenaga Kerja Asing. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah : 
12 
 
1. Bagaimana syarat-syarat tentang tenaga kerja asing sebagaimana dimuat 
dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing? 
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan Presiden No. 20 Tahun 
2018 tentang Tenaga Kerja Asing? 
F.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui isi Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang 
Tenaga Kerja Asing. 
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan presiden No. 
20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. 
G. Signifikasi Penelitian 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di 
bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar‟iyyah). Dan sebagai bacaan dan 
telaah yang berguna bagi masyarakat umumnya. 
2. Secara akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang fiqh 
siyasah terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 
Tenaga Kerja Asing. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian 
yaitu: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
13 
 
a. Jenis penelitian 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative yang 
dilaksanakan melalui Library Research (Penelitian Pustaka). Penelitian 
normative yaitu penelitian dengan prosedur ilmiah untuk menemukan 
kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.
15
 
Penelitian Library Research yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, 
maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
16
 Adapun yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan 
memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan berpedoman 
pada berbagai literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan 
objek dari penelitian ilmiah ini. Di mana penulis membaca buku-buku 
tentang tenaga kerja ansing sehingga dapat menetapkan dan memahami 
hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat 
deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan 
data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.
17
 Dalam 
penelitian ini peneliti menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar untuk 
melakukan penelitian. Serta dalam penelitian ini akan mengulas tinjuan 
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fiqh siyasah terhadap peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 
Tenaga Kerja Asing. 
2. Sumber data Penelitian 
Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian 
ilmiah ini, maka bahan-bahan hukum yang di perlukan adalah bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk lebih 
jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut yang terdiri 
dari: 
a. Sumber Data primer 
Bahan hukum primer adalah bahan  hukum yang mempunyai 
otoritas (autoritatif).
18
 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah 
Al-Quran, Al-Hadist, Kitab-kitab Fiqh, dan Peratusan Presiden Nomor 20 
Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing. 
b. Sumber Data Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung bahan 
hukum primer, seperi buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain 
sebagainya.  
c. Sumber Data tertier 
Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer daan sekunder, 
misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya. Agar 
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diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, 
maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.
19
 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dikerjakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah dengan mencari beberapa peraturan perundang–undangan yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan serta referensi buku terkait yang 
kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan dalam hukum 
sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa 
buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat 
yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam 
bentuk tulisan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang dibutuhkan 
untuk memperoleh dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam 
penelitian. 
4. Metode Pengolah Data 
Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan 
sumber di atas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses 
sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah 
cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah. 
b. Penandaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan 
jenis sumber data. 
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c. Rekontruksi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan 
dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. 
d. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahan berdasarkan urutan masalah.
20
 
5. Metode Analisis Data 
Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis isi (Content 
Analysis) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek 
yang akan diteliti. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring data-data 
yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah 
kesimpulan serta mendapatkan  jawaban yang akurat dari permasalahan 
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A. Konsep Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah 
1. Pengertian Pemerintahan 
Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh 
negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan 
melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila 
pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh 
seorang pemimpin. Dalam literatur kenegaraan Islam dikenal dengan istilah 
Imamah, khilafah dan Imarat. Sehubungan dengan hal ini Abd Muin Salim 
mengatakan pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik 
merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda 
pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau 




Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad 
Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri 
dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan 
kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara 
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Kata khilafah dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata 
benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang 
disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang 
disebut khalifah. Sedangkan secara teknis, khilafah adalah lembaga 
pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur‟an dan Sunnah. Khilafah 
merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah.
23
 
Kata khilafah seakar dengan kata khalifah (mufrad), khalaif (jama‟). 
Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (fi‟il madi), kholafa 
 Kata khalifah, dengan segala padanannya, telah mengalami .(خلف)
perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam Firs 
Encylopedia of Islam, khalifah berarti wakil, pengganti,penguasa, gelar bagi 
pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna pengganti 
Rasulullah. Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa khalifah 




Kajian secara semantik, dapat ditemukan pula dalam beberapa ayat 
Al- Qur‟an mengenai makna khalifah. Kata khalifah  (خلیفة) dalam bentuk 
tunggal (mufrad ) terdapat dua kata yang di ulang dalam Al-Qur‟an: 
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a. Surat Al-Baqarah ayat 30 
                          
                   
            
 
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 





b. Surat Shaad ayat 26 
                                
                   
               
 
Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
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Kata khilafat diturunkan dari kata khalafa, yang berarti seseorang 
yang menggantikan orang lain sebagai pengantinya.
27
 Seperti Musa berkata 
kepada saudaranya yaitu Harun: 
                         
                          
      
 
Artinya: Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: 
"Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, 
dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat 




Berdasarkan sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada 
masa tertentu, seperti khilafah Abu Bakar, khilafah Umar bin Khattab, dan 
seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada 
mereka. Dalam konteks ini, kata khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau 
arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah 
Islam. Kata Khilafat analog pula dengan kata Imamat yang berarti 




Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang 
berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.
30
 Al-
Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam al-Sulthaniyah menggunakanya secara 
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bergantian. Tapi istilah khilafah dan imamah, lebih populer pemakainnya 
dalam berbagai literatur ulama fiqih daripada istilah imarah. Muhammad 
Rasyid Ridha juga memberikan pengertian yang sama kepada kata 
khilafat,imamat, imarat, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan 
agama dan urusan dunia.
31
  
Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar 
sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpim umat Islam sehari setelah 
beliau wafat.
32
 Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih 
Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam 
kedudukan yang sama. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kedudukan sebagai 
khalifah kemudian dijabat oleh purta Ali yaitu Hasan bin Abi Thalib selama 
beberapa bulan. Namun, karena Hasan menginginkan perdamaian dan 
menghindari pertumpahan darah, maka Hasan menyerahkan jabatan 
kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan akhirnya penyerahan 
kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu 
kepemimpinan politik, di bawah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. 
Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Mu'awiyah menjadi 
penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 H (661 M), tahun persatuan itu, 
dikenal dalam sejarah sebagai tahun jama'ah ('am jama'ah). Dengan 
demikian berakhirlah masa yang disebut dengan masa Khulafa'ur Rasyidin, 
dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. 
Kemudian pendefinisian khilafah dan imamah tersebut, memperlihatkan 
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walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua 
bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan 
negara atau politik tidak dapat dipisahkan.  
Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan 
pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu 
karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik 
umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan 
sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk 
menerapkan seluruh hukum syari‟ah.
33
 
2. Maksud dan Tujuan Adanya Pemerintahan 
Menurut sistem kenegaraan Islam, pentingnya eksistensi suatu 
pemerintahan dianggap sama dengan wajibnya eksistensi negara itu sendiri. 
A. Hasjmy dengan mengutip pendapat Abdul Kadir 'Audah mengatakan 
bahwa apabila Allah telah mewajibkan agar kita berhakim kepada ajaran 
yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya dan memerintah dengannya, maka 
menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan suatu pemerintahan 
yang akan menegakkan perintah-perintah Allah di tengah-tengah mereka, 
dan tiap pribadi beribadah dengan menjalankan hukum, sesuai dengan 
ajaran Allah, sebagaimana mereka telah beribadah dengan puasa dan shalat.  
Atas dasar ini, mendirikan negara berdasarkan syariat Islam 
hukumnya wajib, maka wajib pula hukumnya mendirikan pemerintahan 
Islam. Fungsi pemerintahan Islam, yaitu menegakkan perintah Allah dengan 
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menegakkan Islam dan al-Qur'an telah menugaskan kepada pemerintahan 
Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam, mendirikan 
sholat dan mengambil zakat, menyuruh ma'ruf dan melarang yang munkar, 




Menurut Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah 
antara pemerintah dengan rakyat.
35
 Adapun maksud dan tujuan pendirian 
negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh 
umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di 
akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-
pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan 
pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.
36
 
Mendirikan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para juris 
sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian 
mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan, keagamaan dan untuk 
memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan 
kepadanya. Kekuasaan politik harus dijadikan sebagai alat untuk 
melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan 
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kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerjasama dan 
tolong-menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan.
37
 
Tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah 
lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, 
mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan 
urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang 
kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.
38
 
Tujuan utama pemerintahan dalam pandangan Ibn Taimiyah untuk 
melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan 
batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat. Paradigma 
pemikirannya ini banyak disandarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. 
Tidak berbeda dari pendahulunya, Ibn Khaldun menyatakan sesungguhnya 
kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir dari keberadaan manusia. 
Undang-undang Islam yang bersifat politik menaruh perhatian terhadap 
kehidupan dunia, maka imamah, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi 
adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi terwujudnya 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
39
 
Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang 
dikehendaki oleh peraturan syari‟at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia 
dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan 
akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus 
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berpedoman kepada syari‟at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat 




Menurut pandangan Muhammad Asad, tujuan negara bukanlah 
penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya atau kebudayaan tertentu untuk 
mengalahkan kebudayaan lainnya, melainkan semata-mata untuk 
melaksanakan syari‟at Islam sebagai satu sistem praktis bagi seluruh aspek 
kehidupan masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang kepala 
negara tidak mungkin menerapkan kekuasaannya kecuali pada orang-orang 
yang mengimami syari‟at dan sumber hukum Ilahiah yang berasal dari sisi-
Nya, artinya ia seorang Muslim. Sebagaimana halnya bahwa adalah tidak 
mungkin dapat diwujudkan syari‟at Islam yang sempurna dalam arti yang 
sebenarnya tanpa adanya negara yang sesuai dengan apa yang dituntunkan 
Islam, maka persis seperti itu pulalah halnya ketidakmungkinan 
terwujudnya negara menurut Islam sepanjang para penguasanya tidak mau 
tunduk secara ikhlas kepada peraturan-peraturan Islam.
41
 
Tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syari‟at (maqashid al-syari‟ah) 
yang meliputi lima cakupan yang tetap bermuara kepada terwujudnya 
kemaslahatan. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan yang tercakup dalam lima 
aspek tersebut meliputi pemeliharaan agama (hifz al-din), pemeliharaan jiwa 
(hifz al-nafs), pemeliharaan keturunan (hifz al-al-nasl), pemeliharaan akal 
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(hifz al-„aql), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal).
42
 Kemudian terbagi 
menjadi tiga tingkatan, yaitu:  
a. Al-Dharuriyat  
Maqashid al-dharuriyat atau tujuan primer merupakan tujuan 
syari‟at yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan 
itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan 
hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak kehidupan itu 
sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila 
terpeliharanya lima tujuan syari‟at (memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta). 
b. Al-Hajiyat,  
Maqashid al-hajiyat atau tujuan sekunder ialah terpeliharanya 
tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder 
hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi 
atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan 
kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut 
tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan 
hidup manusia secara umum. 
c. Al-Tahsiniyat. 
Maqashid al-tahsiniyat atau tujuan tertier ialah tujuan syari‟at yang 
ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara 
melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan 
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dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian 




3. Hak dan Kewajiban Pemerintah 
Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal yang 
baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau 
kekurangan. Hak-hak ini menurut akal suatu keharusan dan oleh agama 
lebih dipertegas lagi. Al-Maududi menegaskan bahwa hak pemerintah dari 
rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata 
lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus 
ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, kecuali tentunya jika 
akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan.
44
 
Hal ini kemudian ditegaskan oleh al-Mawardi, bahwa apabila seorang 
kepala negara telah menunaikan hak-hak umat yang tercakup dalam sepuluh 
kewajiban kepala negara. Maka, dengan sendirinya pemerintah mempunyai 
dua hak atas umat yaitu taat kepadanya dan menolongnya, selagi kepala 
negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan.
45
 
a. Ketaatan kepada pemerintah 
Selama ini argumentasi dasar yang menjadi landasan keharusan 
patuh kepada kepala negara berdasarkan sumber dari al-Quran: 
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                       
                        
               
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 




Sumber normatif tersebut sering kali digunakan sebagai 
argumentasi ketaatan kepada kepala negara secara total dan teguh tanpa 
menghiraukan apa pun yang dilakukan oleh penguasa. Namun dalam hal 
ini, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa ketaatan kepada penguasa 
bukanlah ketaatan yang pasif dan kaku. Menurutnya, ketaatan itu harus 
disertai dengan kondisi di mana setiap orang dapat berpatisipasi di dalam 
kehidupan masyarakat dan di dalam kehidupan bernegara secara gotong 
royong. Ketaatan kepada penguasa merupakan ketaatan politis yang pada 
dasarnya merupakan ketaatan yang bersifat kritis, masyarakat tidak 




Ketaatan politik dibatasi dengan pertimbangan keadilan dan 
kebenaran, dan lebih dari itu, perilaku bay‟ah itu sendiri menunjukkan 
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adanya eksistensi sebuah perjanjian atau ikrar yang berisi sumpah setia 
rakyat untuk mematuhi penguasa yang berjanji mempertahankan dan 
menjaga syari‟ah. Kesepakatan antara penguasa dan rakyat itu tidak 
dapat diganggu gugat selama sang penguasa mampu melaksanakan 
tanggung jawabnya. Adapun mengenai kepala negara yang lalim atau 
fasik, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan, satu sisi tetap 
mempertahankan ketaatan sepenuhnya, sisi yang lainnya adalah pilihan 
untuk tidak taat kepada penguasa yang zalim.  
Ibnu Taimiyah salah satunya yang berpendapat, bahwa 
mengingkari imam (kepala negara) hanya boleh apabila keputusan-
keputusannya terang-terangan bertentangan dengan ketetapan yuridis 
yang tegas di dalam al-Quran atau Sunnah. Ibnu Taimiyah juga membuat 
perbedaan antara pengingkaran dan pemberontakan, menurutnya, kita 
boleh mengingkari seorang kepala negara dan menderita hukuman 
karenanya, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata untuk 
melawannya, selama ia masih melakukan shalat.
48
 
Lebih jauhnya lagi, Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa perlawanan 
terhadap kezaliman atau korupsi pemimpin dapat mengiring pada 
kezaliman atau kejahatan yang lebih besar karena munculnya perpecahan 
dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu, jika dipastikan bahwa 
perlawanan terhadap pemerintah zalim dapat menimbulkan pertikaian 
penduduk, situasi yang dianggapnya tak terhindarkan dalam situasi 





dengan pemimpin yang didukung kelompok yang berkuasa, maka umat 
Islam lebih baik mempertahankan apa yang telah dimiliki ketimbang 




b. Biaya hidup untuk kepala negara 
Menurut Yusuf Musa, seorang khalifah harus dicukupi 
kebutuhannya oleh umat secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama 
ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan 
seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat.
50
 
Pandangan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang sah mengenai apa 
yang pernah terjadi pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar ibn 
Khathab. Semasa menjabat khalifah, Abu bakar memperoleh belanja bagi 
diri dan keluarganya dari kas negara (baitul mal). Begitu pula ketika 
Umar menjabat khalifah, atas usulan Ali ibn Abi Thalib, memperoleh 
biaya hidup dari negara sekedar cukup untuk diri dan keluarganya. Dasar 
dari pemberlakuan prinsip ini oleh kaum Muslimin, adalah agar seorang 
kepala negara (khalifah) dapat berbakti sepenuhnya kepada umat dan 
menangani kebutuhan mereka, tanpa terganggu dengan pencarian nafkah 
hidup, sehingga dengan penuh konsentrasi ia dapat mewujudkan 
ketenangan, ketentraman, kemulian dan kebesaran umat. 
Terkait pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban kepala negara, 
Muhammad Yusuf Musa mengutip pandangan al-Mawardi yang 
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menjelaskan tentang sepuluh kewajiban kepala negara yang menjadi 
landasan pandangannya. Dari sepuluh keawajiban kepala negara al-
Mawardi, Yusuf Musa menyimpulkan bahwa dari keseluruhan kewajiban 
yang disebut al-Mawardi dapat disimpulkan mejadi dua bagian utama yang 
menjadi kewajiban bagi seorang kepala negara/pemerintah. 
Kedua kewajiban tersebut adalah: 
a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada seluruh 
umat manusia. 
b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutannya, sehingga 
membawa kebaikan bagi individu mapun jama‟ah (masyarakat) baik ke 
dalam maupun ke luar.
51
 
Muhammad Yusuf Musa memandang bahwa kewajiban kepala negara 
yang pertama, yaitu kewajiban menjelaskan dan memelihara agama, 
merupakan kewajiban yang utama. Karena kewajiban ini memiliki fungsi 
penting pada zaman sekarang sebagaimana pentnignya pada masa Nabi 
dahulu. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa, dahulu bangsa Arab, akidah 
keagamaannya penuh kebingungan, begitu pula dengan hukum, tradisi, dan 
prinsip-prinsip hubungan sosial dan akhlaknya. Kemudian Islam datang 
membawa akidah yang benar, hukum yang adil dan akhlak yang membawa 
kebaikan bagi individu, masyarakat, umat dan seluruh kemanusiaan.
52
  
Rasulullah menjelaskan semua hal itu dan para sahabat dan tabi‟in 
mengikuti jalan lurus ini di dalam memelihara dan menjelaskan prinsip-
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prinsip agama seta meluruskan penyimpangan yang dilakukan orang 
terhadap hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kewajiban pertama kepala negara 
adalah kewajiban untuk menjelaskan agama dengan benar dan mengajak 
umat memegangnya secara teguh serta menyebarkannya kepada umat 
manusia dengan cara yang baik. Yusuf Musa menambahkan, di samping apa 
yang telah disebut di atas, kewajiban lainnya adalah menyebarluaskan ilmu-
ilmu dengan segala macam cara. Karena kemajuan umat bergantung kepada 
tingkat pencapaian ilmu-ilmu agama dan dunianya.
53
 
4. Tugas dan Wewenang Pemerintah 
Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad 
Abdul Qadir Abu Faris, tugas-tugas pemerintah dalam Islam adalah 
menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan 
pendidikan, mempersiapkan kekuatan, memelihara kesehatan, memelihara 
kepentingan umum, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta 
benda, mengokohkan akhlak, dan menyebarkan dakwah.
54
 
Allah SWT berfirman: 
                                
                     
            
 
Artinya: "Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
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antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ia akan menyesatkan kamu cari jalan Allah”.  




Menurut Imam al-Mawardi tugas dan wewenang yang harus diemban 
oleh kepala negara (sebagai kepala pemerintahan) ada sepuluh hal sebagai 
berikut: 
a. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan 
(tetap) dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf 
(terdahulu) umat Islam. Jika muncul pembuat bid'ah atau pembuat 
kesesatan, ia berkewajiban untuk menjelaskan hujjah (alasan) kebenaran 
baginya dan menjelaskan pemahaman yang benar kepadanya, serta 
menuntutnya sesuai dengan hak-hak dan aturan hukum yang ada, 
sehingga agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah. 
b. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan 
permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat 
dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang zalim yang berani berbuat 
aniaya dan tidak ada orang yang dizalimi yang tidak mampu membela 
dirinya. 
c. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang 
dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan 
ancaman atas diri dan hartanya. 
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d. Menjalankan hukum had56 sehingga larangan-larangan Allah tidak ada 
yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang 
binasa. 
e. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan 
kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh 
negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak menembus 
pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan kaum muslimin atau 
kalangan kafir mu'ahad (yang diikat janjinya). 
f.  Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan 
dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan 
Islam atau dzimmah. Dengan demikian, usaha untuk menjunjung tinggi 
agama Allah di atas agama-agama seluruhnya dapat diwujudkan. 
g. Menarik fa‟i (hasil rampasan) dan memungut zakat sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam 
nash dan ijtihad. 
h. Mengatur penggunaan harta baitul-maal secara efektif, tanpa berlebihan 
atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya, tidak lebih dahulu 
dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya. 
i.   Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-
orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah 
dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah 
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wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna 
dan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang tepercaya. 
j.   Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan 
meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik 
umat Islam dengan baik dan menjaga negara. la tidak boleh menyerahkan 
tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau 
beribadah, karena orang yang terpercaya dapat saja menjadi pengkhianat 
dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu.
57
 
5. Sikap Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja (Lokal dan Asing) 
Islam sangat memperhatikan tenaga kerja baik lokal maupun asing. 
Islam  datang  pada  suatu  zaman  yang  penuh  dengan  kezaliman, 
penindasan,  ketidakadilan,  dan  ketimpangan  ekonomi,  sehingga  
masyarakat  digolongkan  ke  dalam  kelompok-kelompok  kecil  berbasis  
suku  dan  kabilah.  Sturktur sosial seperti inilah yang kemudian 
memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat.
58
 
Berikut  ini  adalah  beberapa sikap pemerintah terhadap tenaga kerja 
baik lokal maupun asing (buruh) dalam anjuran Islam: 
a. Tenaga kerja adalah saudara 
Tenaga kerja sebagai manusia yang memiliki kehormatan asasi 
yang langsung diberikan oleh Allah. Jika tenaga kerja dianggap sebagai 
alat produksi sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis  
maka dalam hal ini  kehormatan manusia  sudah disamakan  dengan 
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mesin-mesin  produksi  lainnya  yang  akan  berimbas  pada  pengerukan  
keuntungan sebesar-besarnya oleh sebuah perusahaan dengan tanpa 
memperhatikan tenaga kerja tersebut karena mereka dalam hal ini sudah 
dianggap sebagai alat produksi.  
Untuk itu,  Islam menolak dengan tegas konsep tersebut, dan Islam 
membangun struktur sosial di mana  setiap  individu  disatukan  oleh  
hubungan  persaudaran  dan  rasa  sayang sebagaimana satu keluarga 
yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia. Persaudaraan ini 
bersifat universal, tidak terikat ruang dan batas-batas geografis tertentu  
serta mencakup  semua umat manusia  bukan hanya  keluarga, suku,  atau  
ras tertentu. 
Islam meletakkan dasar-dasar hubungan antara majikan  dan buruh 
(tenaga kerja). Tenaga kerja dan majikan  berada  dalam  level  
kemanusiaan  yang  sama  dalam  Islam.  Tidak  ada yang berada  di  
tempat lebih tinggi, meskipun dalam struktur perusahaan jelas-jelas ada 
kelompok pemilik modal, pemilik saham, pekerja dan lain sebagainya. 
Maka hubungan majikan  dan  tenaga kerja adalah  hubungan  
kekeluargaan,  kemitraan  dan  simbiosis mutualisme.  
Maka  dari itu, tidak  boleh satu pihak mendzalimi  dan merasa 
didzalimi oleh  pihak  lainnya.  Keduanya  saling  membutuhkan  dan  
diantaranya  harus  tercipta saling  menguntungkan.  Apalagi  manusia  
dalam  masyarakat  disatukan  bukan  untuk saling memenuhi kebutuhan 
satu sama lain, yang berarti mementingkan dirinya sendiri, melainkan  
37 
 




b. Memperlakukan tenaga kerja dengan baik 
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  Islam  sangat  menjunjung  tinggi  
kehormatan masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan  
pekerjaan juga tidak bisa dibenarkan jika menjadikan tenaga kerja 
sebagai manusia yang kurang terhormat.  
Buruh sebagai tenaga kerja mendapat tempat yang sangat tinggi 




Maka Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan 
sebagaimana firman Allah:  
                            
 
Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 





Islam mengajarkan untuk membuang sifat keras hati dan kejam 
kepada  tenaga kerja.  Dalam  hadis  qudsi  dari  Abu  Hurairah  r.a,  Nabi  
Muhammad  SAW bersabda: 
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َثَالَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِة َرُجٌل َأْعَطى ِبي ُثمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّا َفَأَكَل َثَمَنُو، 
 َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُو َوَلْم ُيْعِط َأْجَرُه
Artinya: “Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari 
kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu 
dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka 
lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang 
yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut 





Tujuan akhir kehidupan  manusia  dalam  Islam  yaitu  mencapai  
falah  (kemenangan)  dan  sa‟adah (kebahagiaan) di dunia dan akhirat. 
Perasaan  takwa  merupakan  tali  pengikat  yang akan melahirkan sifat  
belas kasihan, adil,  jujur, dan  amanah.
63
  
Selain  itu,  Islam  memotivasi  agar  pemerintah dalam hubungan  
kerja bersikap  tawadhu‟ dan  berwibawa dengan  tenaga kerja. Dari Abu 
Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:  
َر َمْن َأَكَل َمَعُو َخاِدُمُو، َها ا اْسَتْكب َ اَة َفَحَلب َ َقَل الشَّ  َورَِكَب اْلِحَماَر بِاأَلْسَواِق، َواْعت َ
 
Artinya: “Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama 
budaknya, mau mengendarai himar (kendaraan kelas bawah) di 





c. Pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan 
Salah  satu ajaran  Islam mengenai  tenaga kerja adalah pemberian  beban 
kerja  tidak melebihi kemampuan tenaga kerja. Al-Qur‟an melalui kisah 
Nabi Musa, a.s. yang bekerja di rumah  Nabi  Syu‟aib,  a.s: 
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                       
                     
               
 
Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 
ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 
dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu 
kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. 
Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-




Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi  
kontrak  kerja, di mana  Islam  memberikan  hukum-hukum  yang  harus 
diperhatikan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap 
tenaga kerja. Perlindungan  tersebut  menyangkut perlindungan  terhadap  
pekerja  dan waktu  istirahat  yang layak, jaminan  penghidupan  bagi 
pekerja, menyegerakan  membayar  gaji. Maka, termasuk kedzaliman  
pengusaha terhadap pekerja  adalah tindakan mereka  yang tidak 
membayar  upah pekerja  dengan baik,  memaksa  pekerja bekerja  diluar 
kontrak  kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja 
secara semena-mena termasuk tidak  memberikan  hak-hak  pekerja  
seperti  hak  untuk  dapat  menjalankan  kewajiban ibadah,  hak untuk  




B. Teori Siyasah Dauliyah 
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Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan 
istilah siyasah dauliyah. Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua 
kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah secara 
etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. 
Sedangkan kata siyasah secara istilah menurut Ibnu Aqil yang dikutip Ibn al-
Qayyim bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih 
dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun 




Adapun kata dauliyah secara etimologi berasal dari kata daala-
yaduuludaulah (negara, kerjaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di 
antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. 
Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu 
hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antarnegara.
68
 
Secara garis besar menurut Muhammad Iqbal, siyasah dauliyah terbagi 
menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu (al-siyasah al- duali al khasash) atau 
disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek 
keperdataan tentang hubungan antara warga negara yang muslim dengan warga 
negara non-muslim. Bagian yang kedua yaitu (al-siyasah al duali alamm) atau 
disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan 
Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai 
menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-
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hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam 
masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya 




Politik internasional secara umum menurut C.P Scheicher dalam buku 
Umar Suryadi Bakrie yang berjudul “Dasar-dasar Hubungan Internasional” 
dengan tegas menyatakan bahwa hubungan internasional dan politik 
internasional tidak sinonim menurutnya, istilah “hubungan” dalam terminologi 
hubungan internasional memberi kesan perlunya “harmoni” dan kerja sama 
antar Negara dalam segala bidang, sedangkan istilah “politik” dalam konsep 
politik internasional menekankan pada sisi pertentangan (conflicting) dalam 
hubungan antarnegara, dengan kata lain, pokok bahasan politik internasional 
lebih memusatkan perhatian pada segi-segi politik, konflik, perselisihan, 
perang atau segala bentuk perilaku yang bertentangan (oppositional behaviour) 
dalam arena hubungan antarnegara, sementara studi HI selain membahas 




Sebagian besar studi mengenai “politik dunia” atau politik internasional 
pada kenyataannya telah menjadi studi mengenai kebijakan luar negeri, studi 
itu memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingan, tindakan dan unsure 
kekuatan adikuasa. Sedangakan istilah hubungan internasional dapat mengacu 
pada semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda apakah 








disponsori oleh pemerintah atau tidak. Studi hubungan internasional mencakup 
analisis kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa-bangsa, tetapi 
karena minatnya dalam semua segi hubungan antara masyarakat yang berbeda 
ia mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, palang 




Jadi, hakikat politik internasional adalah hubungan-hubungan, aksi-
reaksi, tindakan dan respon dalam bidang politik yang dilakukan oleh dua 
negara atau lebih. Politik internasional sering diasumsikan sebagai suatu arena 
di mana negara-negara melakukan “the game of power” atau struggle for 
power dalam rangka untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya 
masing-masing. 
C. Tinjauan Pustaka 
Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri 
beberapa literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian 
tersebut antara lain: 
1. Penelitian thesis yang tahun 2016 yang dilakukan oleh Tony Mirwanto 
mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Unsrat dengan judul “Sistem 
Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin 
Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal 
Asing di Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas mengenai latar belakang 
dari penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing dengan menggunakan 
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visa kunjungan wisata sering terjadi, umumnya digunakan dalam rangka 
bekerja sebagai TKA pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. 
Hal ini yang menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga 
Kerja Indonesia di dalam negeri dan berkurangnya pendapatan negara dari 
sisi penggunaan Tenaga Kerja Asing.  
2. Skripsi tahun 2017, yang dilakukan oleh Saputri Ratu mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Lampung dengan judul skripsi “Pelaksanaan 
Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar 
Lampung”. Dalam penelitian tersebut membahas pelaksanaan pengawasan 
Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, 
menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER/02/MEN/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing 
dalam Bab VIII Pasal 22 Ayat (1) izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) diberikan oleh direktur pengendalian penggunaan tenaga kerja 
asing dan dalam ayat (2) izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)  
dalam hal perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur atau 
Bupati/Walikota melalui Dinas Tenaga Kerja.  
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abharina Atikah Sari dengan judul skripsi 
“Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon”. Dalam penelitian 
tersebut dibahas mengenai pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing yang 
berada di Kota Cilegon. Pengawasan tenaga kerja asing perlu dilakukan 
untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja asing ilegal yang berada di Kota 
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Cilegon dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang 
melibatkan beberapa instansi terkait dalam pelaksanaannya.  
4. Buku rangkuman hasil penelitian yang dirangkum oleh Widodo Suryandono 
pada tahun 2018 yang berjudul “Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik 
Hukum”. Buku ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji 
politik hukum ketenagakerjaan asing, khususnya di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengulas politik 
hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggung jawab negara dan 
pelaksanaannya, politik hukum pengendalian tenaga kerja asing yang 
dilakukan melalui persyaratan bagi tenaga kerja asing untuk dapat bekerja, 
perizinan, dan pelaporan tenaga kerja asing ke otoritas yang berwenang, 
politik hukum alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing 
kepada tenaga kerja lokal pendamping, dan yang terakhir mengulas tentang 
politik hukum pengawasan terhadap tenaga kerja asing. 
Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 
ini yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Tony Mirwanto pada tahun 2016 dengan 
judul penelitian “Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap 
Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan 
Penanaman Modal Asing di Indonesia”.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri Ratu pada tahun 2017 dengan judul 
“Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja 
Kota Bandar Lampung”.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Abharina Atikah Sari dengan judul skripsi 
“Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon”. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 
membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Sedangkan 
perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tony Mirwanto 
menggunakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yuridis normatif, 
sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis 
dengan metode berpikir deduktif. Penelitian Ratu Saputri menggunakan 
pendekatan normatif dan empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Persamaan dari 
penelitian yang dilakukan oleh Abharina Atikah Sari dengan penelitian ini 
terletak pada metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian 
yang dilakukan oleh Abharina Atikah Sari termasuk pada penelitian lapangan 
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